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Lampiran : 1 Hal

Perihal : Imbauan

Yth, Pimpinan Media Massa, Media Cetak, Media Elektronik, dan Media Online

Se-Kabupaten Lombok Utara (terlampir);

Di -
Tempat.

Sehubungan dengan akan berakhirnya Tahapan Kampanye yaitu; Pertemuan
terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar
Pasangan Calon, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat
Peraga Kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan
ketentuan peraturan perundang-undangan pada tanggal 23 November tahun 2024, maka
Bawaslu Kabupaten Lombok Utara mengimbau kepada seluruh Pimpinan Media Massa,
Media Cetak, Media Elektronik, dan Media Online Se-Kabupaten Lombok Utara, untuk

memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

I. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Badan Pegawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

4. Peraturan Badan Pegawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;
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5. Peraturan Badan Pegawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil
Wali Kota;

6. Peraturan Badan Pegawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang
Pengawasan Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil
Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang
Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan
Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

10.Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota Tahun 2024;

11.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang
Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta
Walikota Dan Wakil Walikota;

12.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024
tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

13.Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 Tentang
Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati
Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

14.Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 95 tahun 2024 tentang
Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Pada
Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon;

15.Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor
127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan
Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum
dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali
Kota dan Wakil Wali Kota;
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16.Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara
Pengenaan Sanksi Administratif Terkait Isi Siaran (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 244);

17.Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Kelembagaan dan Tata Kelola Komisi Penyiaran Indonesia (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 251);

18.Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang
Pedoman Perilaku Penyiaran;

19. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KP1/03/2012 tentang Standar
Program Siaran;

20.Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 Tentang
Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati
Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

21.Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 95 tahun 2024 tentang
Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Pada
Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon;

22.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman
Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati
Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

23.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor 323 Tahun
2024 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Lokasi
Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupatu Kabupaten
Lombok Utara Tahun 2024;

24.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor 324 Tahun
2024 Tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Dalam Pemilihan
Bupati Dan Wakil Bupatu Kabupaten Lombok Utara Tahun 2024;

25.Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor 325 Tahun
2024 Tentang Jenis Dan Jumlah Fasilitasi Bahan Kampanye Dan Alat Peraga
Kampanye Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupatu Kabupaten Lombok Utara
Tahun 2024;

26.Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penyelenggaraan Ketertiban Umum;

. Pelaksanaan Umum

a. Lembaga Penyiaran wajib mendukung dan menyukseskan pergelaran Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota Tahun 2024.

b. Program siaran wajib bersikap adil dan proporsional terhadap para peserta
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota
dan Wakil Walikota Tahun 2024.
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c. Program Siaran dilarang memihak salah satu peserta Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun
2024.

d. Program Siaran dilarang dibiayai atau disponsori oleh peserta Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
Tahun 2024.

e. Program Siaran dan lklan Kampanye wajib tunduk pada peraturan perundang-
undangan serta peraturan dan kebijakan teknis tentang Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun
2024 yang ditetapkan lembaga yang berwenang.

lll. Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
1. Penetapan Pasangan Calon 22 September 2024 s/d 22 September 2024.

2. Pelaksanaan Kampanye 25 September 2024 s/d 23 November 2024.

3. Iklan Media Massa Cetak dan Elektronik 10 November 2024 s/d 23 November
2024.

4. Pelaksanaan Masa Tenang 24 November 2024 s/d 26 November 2024.

5. Pelaksanaan Pemungutan Suara 27 November 2024 s/d 27 November 2024.

IV. Program Siaran pada Masa Tenang
a. Lembaga Penyiaran dilarang melakukan atau menayangkan kembali liputan

jurnalistik kegiatan kampanye/aktivitas Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
selama masa tenang.

b. Lembaga Penyiaran  dilarang menyiarkan narasi/gambaran  yang
mendukung/memojokkan/menghasut/memfitnah  para  peserta  Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota Tahun 2024.

c. Lembaga Penyiaran dilarang memproduksi program acara yang bertemakan
pandangan politik dan/atau visi misi dan/atau rekam jejak dan/atau
kegiatan/aktivitas peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

d. Lembaga Penyiaran dilarang menyiarkan iklan, rekam jejak Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim 9 Kampanye, atau bentuk
lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan
atau merugikan Pasangan Calon.

e. Lembaga Penyiaran dilarang menayangkan kembali debat publik atau debat
terbuka.

f. Lembaga Penyiaran dilarang menayangkan jajak pendapat tentang Pasangan
Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

V. Program Siaran pada Pemungutan dan Penghitungan Suara
a. Lembaga Penyiaran dilarang menayangkan jajak pendapat tentang Pasangan

Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
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serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, sepanjang rentang waktu

pemungutan suara.

. Penayangan hasil hitung cepat/quick count dapat dilakukan paling cepat 2 (dua)

jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat.

. Dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasil Survei atau Jajak

Pendapat dan Penghitungan Cepat mengenai Pemilihan, lembaga Survei atau
Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat harus menyatakan bahwa hasil kegiatan
yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi KPU, KPU Provinsi, atau KPU
Kabupaten/Kota.

. Lembaga Penyiaran hanya menyiarkan hasil hitung cepat/quick count hasil

pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dari lembaga survei atau
Jajak Pendapat yang terdaftar di KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sesuai
dengan cakupan wilayah kegiatan survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan

Cepat.

VI. Isi Imbauan

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka melaksanakan tugas Bawaslu

Kabupaten Lombok Utara dan melakukan pencegahan pelanggaran sengketa proses,

Administrasi dan Pidana pemilihan serta secara kelembagaan bertugas mengawasi

seluruh pelaksanaan pada tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Oleh sebab itu, perlu

adanya sinergitas dan komitmen antara Penyelenggara, Pemerintah, Media,

Masyarakat dan Peserta Pemilihan tahun 2024 dalam mematuhi ketentuan yang

mengatur pelaksanaan tahapan Pemilihan tahun 2024, sebagai berikut :

1.

Memastikan untuk melaksanakan semua Tahapan Berdasarkan Peraturan
Perundang-Undangan dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernuir,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

. Memperhatikan Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pemilihan

menyatakan :

(1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dilaksanakan
3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon peserta Pemilihan sampai
dengan dimulainya masa tenang.

(2) Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 3
(tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

Memperhatikan Pasal 69 poin (k) Dalam Kampanye dilarang : “melakukan
kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi
dan KPU Kabupaten/Kota”.

Bahwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 69 huruf (k) Undang-
Undang Pemilihan, dalam melaksanakan kampanye, Pasangan Calon Gubernur

dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon
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Walikota dan Calon Wakil Walikota dilarang : “melakukan kegiatan Kampanye di
luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota’.

5. Memperhatikan Pasal 1 angka (18) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang pada
pokonya menyatakan “Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan
untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilihan”.

6. Memperhatikan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
menyatakan “Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan
3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan sampai
dengan dimulainya masa tenang’.

7. Memperhatikan ketentuan Pasal 31 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
menyatakan “Penayangan iklan media massa cetak dan media massa
elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) dilaksanakan
selama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa tenang”.

8. Memperhatikan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang pada
pokoknya menyatakan “Kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
berupa :

a. rapat umum;
b. Kampanye melalui Media Sosial; dan/atau
c. Kampanye melalui Media Daring.

9. Memperhatikan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
menyatakan “Penayangan iklan Kampanye di Media Daring sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari sebelum
dimulainya masa tenang”.

10. Memperhatikan ketentuan Pasal 47 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
menyatakan “Media massa cetak, media massa elektronik, Media Sosial, dan
Media Daring dilarang menyiarkan iklan, rekam jejak Pasangan Calon, atau
bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang

menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon selama masa tenang”.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Lombok Utara



https://jdih.bawaslu.go.id/

11.Memperhatikan Pasal 57 ayat (1) pada poin (k) Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota tentang
Larangan Dalam Kampanye : yang pada pokoknya menyatakan : “melakukan
kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi
dan KPU Kabupaten/Kota”.

12. Memperhatikan Pasal 63 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024
Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang pada pokoknya menyatakan :
“Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu,
Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang melakukan Kampanye
sebelum dimulainya masa Kampanye, pada masa tenang, dan pada Hari
pemungutan suara”.

13.Merperhatikan Pasal 187 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang. Yang pada pokoknya menyatakan “Setiap
orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang
telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-
masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas)
hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit
Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu
juta rupiah)”.

14.Bawaslu Kabupaten Lombok Utara Mengimbau kepada seluruh Pimpinan Media
Massa, Media Cetak, Media Elektronik, dan Media Online Se-Kabupaten Lombok
“Selama Masa Tenang, media massa cetak, Media Daring, Media Sosial, dan
Lembaga Penyiaran dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak, atau bentuk
lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye Pemilihan yang
menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilihan dan berpedoman pada
ketentuan sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan dalam
pelaksanaan Kampanye Pemilihan Tahun 2024.

15.Bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Utara tetap mengawasi seluruh pelaksanaan
tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak (Pilkada) Tahun 2024. Segala bentuk
pengawasan diawasi secara berjenjang bersama Panwaslu Kecamatan dan
Pengawas Kelurahan Desa (PKD).

16.Apabila selama pengawasan berlangsung ditemukan adanya dugaan pelanggaran

maka Bawaslu Kabupaten Lombok Utara akan melakukan penindakan dugaan
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pelanggaran sebagaimana ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran
Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota
Dan Wakil Wali Kota.

Demikian surat imbauan ini disampaikan sebagai ikhtiar bersama untuk
mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kabupaten Lombok Utara

yang adil, demokratis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Arsip.
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Lampiran Surat Imbauan Bawaslu Lombok Utara
Nomor :082/PM.00.02/K/11/2024
Tanggal :22 November 2024

DAFTAR MEDIA MASSA, MEDIA CETAK, MEDIA ELEKTRONIK DAN MEDIA
ONLINE DI KABUPATEN LOMBOK UTARA

A. MEDIA CETAK

LOMBOK POST
SUARANTB

RADAR LOMBOK

4. RADAR MANDALIKA

B. MEDIA ELEKTRONIK

1. RRI
2. PT.RADIO SILVER

C. MEDIATELEVISI
1.  TVRI
D. TV. KREATOR YOUTUBE

1. PT. SAMALAS MEDIA UTAMA
2. SASAKTV
3. PT. BUNILANG TUNAS PERSADA (TANJUNG TV)

E. MEDIA ONLINE

PT. GERBANG INDONESIA

PT. ALIF MEDIA NUSANTARA (Gerafikanews)

PT. DAILY NEWS (Daily news.)

PT. SUARABUMIGORA (Suarabumigora)

PT. RADAR NTB (RadarNTB)

PT. UTARAPOST.NET

PT. KATADA. ID (Utara post.net)

PT MEDIA BUMIGORA UTAMA (Wartabumigora)

PT. INTER NEWS TODAY (Siarpost.com)

0. PT. MEDIA JURNAL INDONESIA PERSADA (Mediajurnalindonesia.id)

wn =

SOONORON =
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